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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 01/PRT/M/2015 
TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa bangunan gedung cagar budaya sebagai 
sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting 
bagi penguatan identitas lokal dan nasional, 
meningkatkan nilai budaya dan nilai ekonomi demi 
kepentingan bangsa dan negara sehingga perlu 
dilestarikan; 

b. bahwa untuk menjaga kelestarian bangunan gedung 
cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap 
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta 
keandalan bangunan gedung dan tertib 
pembangunan,sejalan dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Cagar 
Budaya Yang Dilestarikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 16); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa 

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, 
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situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di 
air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan/atau 
kebudayaan melalui proses penetapan. 

2. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 
yangmenyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik 
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

3. Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang sudah 
ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budayasesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. 

4. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan 
keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkannya. 

5. Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan 
gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis,dipertahankan 
keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, 
dan memanfaatkannya. 

6. Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
adalah kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, 
pemanfaatan, dan pembongkaran. 

7. Pelindungan bangunan gedung cagar budaya adalah upaya mencegah 
dan menanggulangi bangunan gedung cagar budaya dari kerusakan, 
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, 
pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran. 

8. Pengembangan bangunan gedung cagar budaya adalah peningkatan 
potensi nilai, informasi, dan promosi bangunan gedung cagar budaya 
serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi 
secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan 
pelestarian. 

9. Pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya adalah pendayagunaan 
bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya 
kesejahteraan rakyat sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan 
termasuk kegiatan pemeliharaan perawatan dan pemeriksaan secara 
berkala dengan tetap mempertahankan pelestariannya. 

10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan 
pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas peran 
kelembagaan dan para pelaku penyelenggara bangunan gedung cagar 
budaya yang dilestarikan. 
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11. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai 
bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan 
rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar 
Budaya. 

12. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat 
TABG-CB, adalah tim yang terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan 
tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya untuk 
memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, 
perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran 
bangunan gedung cagar budaya dalam rangka Izin Mendirikan 
Bangunan, perubahan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik 
Fungsi, rencana teknis perawatan dan rencana teknis pembongkaran 
bangunan gedung. 

13. Tenaga[sg1]Ahli Pelestarian adalah orang yangmemilikikompetensi 
keahlian khusus dan/atau memiliki sertifikat di bidang pelindungan, 
pengembangan, atau pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya. 

14. Pemilik bangunan gedung cagar budaya yang selanjutnya disebut 
Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan 
gedung. 

15. Penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan  yang 
selanjutnya disebut dengan Penyelenggara adalah Pemerintah 
Pusat,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemilik, 
pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, dan  penyedia jasa. 

16. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 

17. Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

18. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

19. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pekerjaan umum. 

 
 

 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.308 5

Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan,dan Lingkup 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara 

bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dalam rangka 
pelestarian bangunan cagar budaya. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar bangunan gedung cagar budaya 
yang dilestarikan memenuhi persyaratan bangunan gedung, 
persyaratan pelestarian, dan tertib penyelenggaraan. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan; 

b. penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan; 
c. pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif pada bangunan 

gedung cagar budaya yang dilestarikan; 
d. peran masyarakat; 

e. pembinaan; 

f. pengaturan di daerah; dan 
g. pendanaan. 

BAB II 
PERSYARATANBANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG 

DILESTARIKAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal4 
Setiap bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikanharus memenuhi 
persyaratan: 
a. administratif; dan 

b. teknis. 

Bagian Kedua 
Persyaratan Administratif 

Pasal5 
(1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar budaya yang 

dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: 
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